ABSTRAK

Tindak pidana narkotika untuk sekarang ini sudah sering dilakukan oleh
kalangan anak — anak yang masih berusia dibawah umur. Salah satu pencegahan
kenakalan anak saat ini melalui penerapan Diversi. Diversi dianggap sebagai salah
satu jalan keluar untuk menghadapi kasus yang pelakunya adalah anak. Penerapan
Diversi dalam tindak pidana narkotika sering tidak berhasil karena ancaman
pidana yang tinggi, akan tetapi apabila aparat penegak hukum menggunakan
peraturan lain seperti Perma Nomor 4 Tahun 2014 maka mereka dapat
menerapkan Diversi dalam tindak pidana narkotika apabila dakwaan dalam kasus
tersebut alternatif yang mana salah satunya diancam dibawah 7 (tujuh) tahun
penjara. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitain ini adalah : Bagaimana
penerapan Diversi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak
setelah berlakunya Perma nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, dan Apa kendala dalam penerapan Diversi
dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya
Perma nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem
Peradilan Anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan
metode pendekatan kasus dan perundang — undangan. Bahan hukum yang
digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengambilan bahan hukum
tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa para penegak hukum terutama
penyidik dan penuntut umum masih belum menggunakan Perma Nomor 4 Tahun
2014 sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkotika
anak karena peraturan tersebut merupakan terbitan dari Mahkamah Agung,
penyidik dan penuntut umum lebih memilih berpedoman kepada Undang —
undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dianggap sebagai peraturan tertinggi di
Indonesia. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan yaitu terdapat kendala dalam
menyelesaikan kasus tindak pidana narkotika anak yaitu penyidik dan penuntut
umum tidak menggunakan Perma Nomor 4 Tahun 2014 yang berakibat dakwaan
yang bersifat alternatif tetap tidak dapat dilakukan Diversi, sebenarnya apabila
penyidik dan penuntut umum berpedoman terhadap Perma Nomor 4 Tahun 2014
dapat dilakukan Diversi dalam kasus tersebut untuk melindungi hak — hak anak
sebagai penerus bangsa.
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